
WALI KOTA TEBING TINGGI 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TEBING TINGGI, 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara 
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjaJan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024; 

Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6864); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing 
Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik lndinesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 Nomor 4); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

dan 
WAL! KOTA TEBING TINGGI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
l. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
9. Pengeluaran Daerah adalah uangyang keluar dari kas Daerah. 
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar 
Rp732.826.116.575 bertambah sebesar Rp6.234.896.899 sehingga menjadi 
Rp739.061.013.474 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan daerah 

a. Semula Rp 723.910.094.119 
b. Bertambah/berkurang Rp (12.618.788.557) 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 711.291.305.562 
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2. Belanja daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp 726.826.116.575 
Rp 12.234.896.899 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 739.061.013.474 

3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Rp 8.916.022.456 
Rp 18.853.685.456 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 27.769.707.912 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula Rp 6.000.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.000.000.000) 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 27.769.707.912 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 
a. Pendapatan asli daerah; 

1) Semula Rp 117.821.455.124 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.137.453.110) 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 110.684.002.014 

b. Pendapatan transfer 
1) Semula Rp 598.075.957.995 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.481.335.447) 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 592.594.622.548 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
1) Semula Rp 8.012.681.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang 
sah setelah setelah perubahan 

Pasal 4 

Rp 8.012.681.000 

750.000.000 

77.445.252.110 Rp 

6.500.000.000 
(5. 750.000.000) 

Rp 

20.632.171.010 
56.813.081.100 Rp 

Rp 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 

1) Semula Rp 663.513.035.475 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.647.274.111) 
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 660.865.761.364 

b. Belanja modal; 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 
Jumlah modal setelah perubahan 

c. Belanja tidak terduga; 
1) Semula Rp 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 
Jumlah tidak terduga setelah perubahan 
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Pasal 5 

Rp 27.769.707.912 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp 8.916.022.456 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 18.853.685.456 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp 6.000.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.000.000.000) 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 

Pasal 6 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Keiompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Ringkasan Perubahan APBD yang DikJasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 
HasiI dan Sub Kegiatan beserta Keiuaran; 
Rekapituiasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapituiasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

2. Lampiran II 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

3. Lampiran 111 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari: 
I. Lampiran l 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 
1 I. Lampiran XI 
12. Lampiran XII 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Daerah; 
Daftar Jumiah Pegawai Per Goiongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah 

Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 

14. Lampiran XIV 
15. Lampiran XV 
16. Lampiran XVI 

Lainnya; 
13. Lampiran Xlll Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan A set Lain Lain; 
Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multy years); 



- 7­ 

Pasal 7 

(!) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah 

dan tidak diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 

(4) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: 
a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, 

tunjangan; dan 
b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, 

listrik dan internet. 
(5) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran 
pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 8 

Ketentuan lebih Ian.jut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 
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Pasal9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi. 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 18 September 2024 

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

MOETTAQIEN HASRIMI 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 2024 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

KAMLAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINS! SUMATERA 
UTARA NOMOR : (3-117/2024) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagi an Hu ku m, 

S .. M 

-� s 

.h iti lasita iarag 
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